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 Pengadaan berkelanjutan kini menjadi aspek penting dalam mendorong 

praktik bisnis yang lebih etis, bertanggung jawab secara sosial, dan ramah 

lingkungan. Wirausaha sosial memegang peran strategis dalam memperkuat 

penerapan pengadaan berkelanjutan, meskipun berbagai tantangan terkait 
transparansi dan akuntabilitas masih sering menghambat pelaksanaannya. 

Penelitian ini mengkaji bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan 

transparansi dalam proses pengadaan berkelanjutan yang dilakukan pelaku 

usaha sosial melalui tinjauan literatur dari berbagai penelitian daring. Hasil 
kajian menunjukkan bahwa beragam inovasi digital—mulai dari sistem e-

procurement, blockchain, analisis big data, hingga aplikasi pemantauan—

mampu meningkatkan keterlacakan, efisiensi informasi, serta akuntabilitas 

dalam setiap tahapan pengadaan. Digitalisasi juga terbukti memperkuat 

kepercayaan pemangku kepentingan serta meningkatkan performa sosial dan 

lingkungan dari wirausaha sosial. Temuan ini memberikan kontribusi bagi 

akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi 

digital yang mendukung pembangunan sistem pengadaan yang lebih 
transparan dan berkelanjutan. 

Kata kunci: 

Kewirausahaan sosial 

Pengadaan berkelanjutan 

Teknologi digital 

E-procurement 

 

Penulis yang sesuai: 

Sitria Amalia Khumaira 

Prodi Bisnis Digital 

Politeknik Pengadaan Nasional, Pekanbaru, Indonesia 

Email: amaliasitria75@gmai.com 

 

 

PENDAHULUAN 
Kewirausahaan sosial semakin mendapat perhatian sebagai pendekatan inovatif untuk 

mengatasi persoalan sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. OECD (2023) menegaskan bahwa 

social enterprise berperan penting dalam mendorong inklusi ekonomi sekaligus menghadirkan solusi 

bisnis yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Konteks ini sangat relevan bagi Indonesia, 

terutama dalam memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat lokal serta membuka akses yang lebih 

luas bagi kelompok rentan. 

Pada saat yang sama, konsep pengadaan berkelanjutan (sustainable procurement) menjadi 

semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan untuk memastikan bahwa proses pemilihan barang 

dan jasa tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan 

lingkungan. UNEP (2022) menyatakan bahwa pengadaan berkelanjutan kini dipandang sebagai 

instrumen strategis bagi banyak negara berkembang untuk meningkatkan efisiensi, meminimalkan 

dampak lingkungan, dan memperluas kesempatan bagi UMKM yang memiliki orientasi sosial. Di 

Indonesia, komitmen ini tercermin dalam berbagai kebijakan, termasuk Perpres No. 16 Tahun 2018, 
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yang menekankan penggunaan produk ramah lingkungan, pemberdayaan UMKM, serta keterlibatan 

pelaku usaha yang memiliki misi sosial. 

Namun, keterlibatan pelaku kewirausahaan sosial dalam ekosistem pengadaan berkelanjutan 

masih belum termanfaatkan secara optimal. Banyak wirausaha sosial menghadapi keterbatasan 

seperti kemampuan produksi yang belum stabil, minimnya akses teknologi digital, keterbatasan 

pemahaman mengenai mekanisme pengadaan pemerintah maupun swasta, dan tantangan pemasaran. 

Di sisi lain, instansi pengadaan juga kerap belum memiliki pemahaman mendalam tentang potensi 

kontribusi social enterprise terhadap tujuan keberlanjutan. 

Padahal, kedua konsep ini sebenarnya saling melengkapi. Usaha sosial menyediakan produk 

dan layanan yang ramah lingkungan serta berbasis pemberdayaan komunitas, sementara pengadaan 

berkelanjutan membuka peluang pasar yang selaras dengan karakteristik tersebut. Meskipun 

demikian, penelitian akademik di Indonesia yang secara khusus membahas hubungan antara 

kewirausahaan sosial dan pengadaan berkelanjutan masih terbatas. Padahal integrasi keduanya 

berpotensi memperkuat transparansi, keberlanjutan rantai pasok, serta dampak sosial di tingkat 

komunitas. 

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic 

Literature Review (SLR) untuk memetakan temuan dari studi-studi sebelumnya yang sudah ada 

mengenai peran kewirausahaan sosial dalam mendukung pengadaan berkelanjutan, sekaligus 

mengidentifikasi peluang, tantangan, dan arah pengembangan penerapannya di Indonesia. 

 

TINJAUAN LITERATUR 
Kewirausahaan sosial merupakan bentuk kewirausahaan yang menggabungkan tujuan sosial 

dengan keberlanjutan ekonomi. Mair & Marti (2006) mendeskripsikan model ini sebagai proses 

penciptaan nilai sosial melalui inovasi dan pemanfaatan peluang secara berkelanjutan. Pandangan ini 

kemudian diperkuat oleh OECD (2023), yang menyebut social enterprise sebagai agen pertumbuhan 

inklusif karena mampu menghasilkan dampak sosial melalui aktivitas komersial yang mandiri. 

Beberapa karakteristik utama kewirausahaan sosial meliputi: 

1. Orientasi pada nilai social. Fokus utamanya adalah menangani persoalan sosial, seperti 

kemiskinan, pendidikan, dan isu lingkungan. 

2. Inovasi social. Menghasilkan pendekatan baru yang lebih efektif dibandingkan metode 

tradisional (Dees, 2012). 

3. Keberlanjutan finansial. Tidak seperti LSM, model usaha sosial memperoleh pendapatan dari 

aktivitas pasar sehingga dapat mandiri dalam jangka panjang. 

4. Pemberdayaan komunitas. Melibatkan kelompok rentan atau marginal dalam proses produksi 

maupun operasional usaha. 

Di Indonesia, perkembangan kewirausahaan sosial semakin pesat sejak 2018 seiring 

pertumbuhan platform digital dan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap UMKM berbasis 

dampak. Berbagai penelitian lokal menunjukkan bahwa social enterprise berkontribusi pada 

peningkatan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini 

membuat peran kewirausahaan sosial semakin relevan untuk mendukung pengadaan berkelanjutan di 

berbagai sektor. 

Pengadaan Berkelanjutan 

Pengadaan berkelanjutan (sustainable procurement) merupakan proses pengadaan barang dan 

jasa yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. UNEP (2022) 

menegaskan bahwa pendekatan ini menjadi salah satu instrumen penting dalam pencapaian Sustainable 

Development Goals (SDGs), khususnya melalui pemilihan produk yang ramah lingkungan, 

memprioritaskan etika, dan memberdayakan ekonomi lokal. 

Tiga pilar utama dalam pengadaan berkelanjutan meliputi: 

1. Aspek Lingkungan. Menekankan efisiensi penggunaan energi, pengurangan limbah, 

penggunaan bahan ramah lingkungan, dan upaya menurunkan jejak karbon. Banyak negara 

kini menerapkan Green Public Procurement (GPP) sebagai strategi untuk meminimalkan 

dampak lingkungan dari kegiatan pengadaan. 
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2. Aspek Sosial, meliputi perlindungan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, inklusi kelompok 

rentan, dan dukungan terhadap produk serta layanan yang memiliki nilai sosial. European 

Commission (2021) menyebut socially responsible procurement sebagai pendekatan yang 

mampu meningkatkan kesejahteraan sosial secara signifikan. 

3. Aspek Ekonomi, pendekatan ini tidak lagi hanya mengejar harga terendah, tetapi 

mempertimbangkan kualitas, nilai manfaat jangka panjang, serta total biaya siklus hidup (life 

cycle cost). 

Di Indonesia, upaya memperkuat pengadaan berkelanjutan telah diwujudkan melalui Perpres 

16/2018 dan berbagai regulasi turunannya yang menekankan penggunaan produk lokal, pemberdayaan 

UMKM, dan pengadaan ramah lingkungan. Kebijakan tersebut membuka peluang besar bagi usaha 

sosial untuk masuk ke pasar pemerintah maupun swasta. 

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara kewirausahaan sosial dan pengadaan 

berkelanjutan semakin banyak dibahas dalam penelitian global. Social enterprise dinilai mampu 

menyediakan barang dan jasa yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memberikan dampak positif 

secara sosial dan lingkungan. 

Peran Social Enterprise dalam Pengadaan Berkelanjutan 

1. Penyedia Produk Ramah Lingkungan. Banyak usaha sosial menghasilkan produk berbasis daur 

ulang, energi terbarukan, pertanian organik, dan kemasan ramah lingkungan. Produk-produk 

ini sesuai dengan standar green procurement yang kini semakin banyak diterapkan lembaga 

publik dan swasta. 

2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal. Wirausaha sosial umumnya melibatkan kelompok rentan atau 

komunitas lokal dalam rantai produksinya. Hal ini mendukung aspek sosial pengadaan 

berkelanjutan sebagaimana ditekankan UNDP (2022). 

3. Solusi Inovatif untuk Pengadaan Publik. European Commission (2021) mencatat bahwa 

beberapa negara Eropa telah menjadikan organisasi sosial sebagai mitra utama dalam 

penyediaan layanan publik, seperti layanan kesehatan komunitas, pengelolaan limbah skala 

kecil, dan penyediaan makanan sekolah yang lebih sehat. 

Tantangan Integrasi 

Walaupun potensinya besar, integrasi kewirausahaan sosial dalam sistem pengadaan berkelanjutan 

menghadapi sejumlah hambatan, antara lain: 

1. Kapasitas produksi yang masih terbatas sehingga sulit memenuhi permintaan skala besar. 

2. Kurangnya pemahaman mengenai regulasi, standar kualitas, dan prosedur pengadaan formal 

(UNDP, 2022). 

3. Minimnya kemampuan digital, khususnya dalam memanfaatkan sistem e-procurement dan e-

marketplace pemerintah. 

Peluang Integrasi 

Di sisi lain, terdapat sejumlah peluang strategis, seperti: 

1. Pemerintah yang semakin mendorong UMKM dan usaha sosial masuk ke dalam e-katalog. 

2. Tingginya permintaan global dan nasional terhadap produk ramah lingkungan pasca-pandemi. 

3. Meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya rantai pasok etis dan berkelanjutan. 

Dengan kondisi tersebut, integrasi kewirausahaan sosial ke dalam pengadaan berkelanjutan 

berpotensi menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif, etis, dan berdampak pada kesejahteraan 

masyarakat. 

 

METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis Systematic Literature Review 

(SLR) untuk menelaah peran kewirausahaan sosial dalam mendukung pengadaan berkelanjutan. 

Pemilihan metode SLR didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada sintesis pengetahuan 

dari berbagai studi sebelumnya, sekaligus mempertimbangkan keterbatasan waktu serta ketersediaan 

data yang telah dipublikasikan secara luas. 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai publikasi ilmiah yang dapat diakses 

secara daring, mulai dari artikel jurnal internasional dan nasional, laporan lembaga internasional, 

hingga dokumen akademik yang terbit antara tahun 2018–2024. Pencarian literatur dilakukan 

menggunakan sejumlah kata kunci, seperti “social entrepreneurship”, “sustainable procurement”, 
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“social impact supply chain”, dan “green procurement practices”. Artikel yang diperoleh kemudian 

diseleksi berdasarkan kesesuaian topik, kejelasan metodologi, serta relevansinya dengan konteks 

negara berkembang, khususnya Indonesia. 

Proses SLR dilakukan melalui tiga tahapan utama: 

1. Identifikasi 

Mengumpulkan seluruh dokumen yang relevan dengan topik, baik dari database jurnal, 

laporan organisasi internasional, maupun publikasi institusi pemerintah. 

2. Seleksi 

Melakukan penyaringan dokumen berdasarkan kriteria inklusi, seperti keterkaitan 

langsung dengan topik kewirausahaan sosial dan pengadaan berkelanjutan, serta kualitas 

metodologi penelitian. Artikel yang bersifat duplikasi atau tidak memenuhi standar akademik 

dikeluarkan dari analisis. 

3. Analisis Tematik 

Dokumen yang tersisa dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk menemukan 

pola, tema utama, serta hubungan antar-temuan. Proses pengodean dilakukan untuk 

mengelompokkan data ke dalam beberapa tema, seperti penciptaan nilai sosial, inklusi rantai 

pasok, praktik ramah lingkungan, serta inovasi model bisnis dalam pengadaan. 

Untuk memastikan validitas temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu 

membandingkan hasil dari berbagai publikasi untuk melihat konsistensi informasi antarstudi. Dari 

proses ini, peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana 

kewirausahaan sosial berkontribusi terhadap efektivitas dan keberlanjutan proses pengadaan, baik 

pada sektor publik maupun swasta. 

Secara keseluruhan, metode ini memungkinkan peneliti menyusun pemetaan penelitian 

terdahulu secara sistematis, mengidentifikasi celah penelitian, serta merumuskan implikasi yang 

relevan bagi pengembangan sistem pengadaan berkelanjutan di Indonesia. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Berdasarkan hasil Systematic Literature Review terhadap 20 artikel yang relevan, penelitian 

ini menemukan bahwa kewirausahaan sosial memegang peran penting dalam memperkuat praktik 

pengadaan berkelanjutan. Secara umum, kontribusi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga 

aspek utama: (1) penciptaan nilai sosial dalam rantai pasok, (2) penerapan praktik produksi 

berkelanjutan secara lingkungan, dan (3) peningkatan inklusi ekonomi bagi kelompok yang kurang 

terlayani. Ketiganya muncul secara konsisten dalam berbagai penelitian yang dilakukan baik di 

negara maju maupun negara berkembang, menunjukkan bahwa kehadiran social enterprise mampu 

mendorong transformasi rantai pasok menuju model yang lebih etis dan berkelanjutan. 

1. Peningkatan Nilai Sosial dalam Rantai Pasok 

Hampir seluruh literatur yang ditelaah memperlihatkan bahwa wirausaha sosial berperan 

aktif dalam memperluas penciptaan nilai sosial, terutama melalui pemberdayaan komunitas 

lokal, peningkatan kapasitas UMKM, dan keterlibatan kelompok rentan sebagai pemasok atau 

tenaga kerja. Nicholls (2020) menegaskan bahwa kewirausahaan sosial berfungsi sebagai katalis 

perubahan sistemik dengan menempatkan nilai sosial sebagai pertimbangan utama dalam 

pengambilan keputusan bisnis. 

Temuan ini juga terlihat pada berbagai sektor, seperti pertanian, kerajinan, dan UMKM 

lokal. Pelaku usaha sosial tidak hanya menjual produk, tetapi juga memberikan pendampingan, 

membantu proses sertifikasi, hingga membuka akses pasar baru bagi komunitas yang mereka 

dampingi. Di Asia Tenggara, misalnya, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa social 

enterprise berhasil menjadi penghubung antara pemasok kecil dan pihak pemerintah yang 

membutuhkan barang atau jasa berkelanjutan untuk proses pengadaan publik. 

2. Integrasi Praktik Lingkungan Berkelanjutan 

Dari perspektif lingkungan, berbagai studi menunjukkan bahwa banyak wirausaha sosial 

telah mengintegrasikan prinsip eco-design, penggunaan material ramah lingkungan, serta 

pengelolaan limbah berkelanjutan dalam proses produksi mereka. Choi & Luo (2021) 

menemukan bahwa usaha sosial yang menerapkan prinsip keberlanjutan lingkungan cenderung 
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lebih mudah masuk ke rantai pengadaan lembaga publik maupun korporasi yang telah 

mengadopsi green procurement. 

Produk berbasis bahan daur ulang, energi terbarukan, dan material berkelanjutan 

menjadi semakin populer karena sesuai dengan standar pengadaan modern yang menuntut 

pengurangan jejak karbon. Penelitian lokal, seperti Pratiwi & Ramadhan (2019), juga 

menekankan bahwa pemahaman pengguna terhadap eco-material memengaruhi penerimaan 

pasar terhadap produk berkelanjutan, terutama pada sektor kerajinan dan UMKM. 

Studi di Indonesia, seperti yang dilakukan Nugroho (2020) dan Wibowo & Suryani 

(2021), memperlihatkan bahwa efisiensi penggunaan material dan kesiapan operasional UMKM 

menjadi faktor penentu keberlanjutan. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa sistem 

informasi, transparansi biaya, dan kualitas desain digital turut berperan sebagai jembatan antara 

teori keberlanjutan dan praktik industri. 

3. Mendorong Inklusi Ekonomi dan Akses Peluang 

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial memiliki dampak signifikan 

dalam memperluas inklusi ekonomi. Banyak organisasi sosial menciptakan model bisnis yang 

memungkinkan kelompok marginal—seperti perempuan, penyandang disabilitas, atau 

masyarakat pedesaan—untuk ikut terlibat dalam rantai pasok formal. Temuan International 

Labour Organization (2022) menegaskan bahwa pengadaan yang inklusif dapat meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi sekaligus memperluas basis pemasok. 

Dengan mendorong partisipasi kelompok rentan, social enterprise tidak hanya 

menyediakan produk dan jasa yang kompetitif tetapi juga memperkuat keberlanjutan sosial 

dalam ekosistem pengadaan. 

4. Tantangan Integrasi Kewirausahaan Sosial ke Dalam Sistem Pengadaan 

Meskipun kontribusinya besar, sejumlah hambatan masih ditemui dalam proses integrasi 

kewirausahaan sosial ke dalam sistem pengadaan berkelanjutan. Literatur menunjukkan 

beberapa tantangan utama, antara lain: 

• Keterbatasan kapasitas produksi, 

• Minimnya akses pembiayaan, 

• Kesulitan dalam memenuhi standar formal pengadaan pemerintah, dan 

• Lemahnya kemampuan digital, terutama dalam memanfaatkan e-procurement. 

Namun demikian, beberapa penelitian menegaskan bahwa kolaborasi multi-

stakeholder—termasuk dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendamping—

dapat mengatasi sebagian besar kendala tersebut. Pendampingan teknis, pelatihan digital, dan 

kebijakan afirmatif terbukti dapat meningkatkan kualitas dan konsistensi pasokan dari pelaku 

usaha sosial. 

5.  Keselarasan dengan Literatur Desain dan Keberlanjutan Modern 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan perkembangan literatur terbaru yang 

menunjukkan bahwa keberlanjutan telah menjadi bagian integral dari proses desain produk. Studi 

Rinaldi et al. (2024) menemukan bahwa industri kini semakin mengutamakan material berbasis 

hayati (bio-based materials) untuk mencapai produk dengan dampak lingkungan minimal. 

Sementara itu, penelitian eksperimental yang dilakukan Hakim & Pratama (2025) menunjukkan 

bahwa pengelolaan informasi biaya dan transportasi dalam rantai pasok memiliki pengaruh 

signifikan terhadap keberhasilan implementasi eco-design. 

Temuan-temuan tersebut menguatkan bahwa keberlanjutan bukan lagi elemen 

pendukung, tetapi telah menjadi fondasi dalam pengembangan produk serta praktik pengadaan 

modern. 

Secara keseluruhan, hasil SLR menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial memiliki 

peran yang sangat strategis dalam mendorong pengadaan berkelanjutan. Dengan memperkuat 

nilai sosial, menerapkan praktik ramah lingkungan, serta memperluas inklusi ekonomi, social 

enterprise mampu menciptakan rantai pasok yang lebih etis, inklusif, dan tahan terhadap 

perubahan. Temuan ini sangat relevan bagi pengembangan kebijakan pengadaan berkelanjutan 

di Indonesia. 
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DISKUSI 
  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desain berkelanjutan semakin dipahami sebagai 

bagian penting dalam proses pengembangan produk. Berdasarkan hasil studi literatur, penerapan eco-

design umumnya dilakukan melalui pemilihan material ramah lingkungan, pengurangan penggunaan 

sumber daya, serta pertimbangan siklus hidup produk sejak tahap desain awal. Hal ini menegaskan 

bahwa keputusan desain memiliki pengaruh besar terhadap dampak lingkungan suatu produk. 

  Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan desain berkelanjutan tidak hanya 

ditentukan oleh aspek desain semata, tetapi juga oleh keterkaitannya dengan rantai pasok. Studi 

terbaru menekankan bahwa pemilihan material bio-based dan pengelolaan informasi biaya serta 

transportasi sejak awal perancangan dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan secara 

bersamaan. Dengan demikian, desain dan manajemen rantai pasok perlu dipandang sebagai satu 

kesatuan. 

  Namun, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa masih terdapat tantangan dalam 

penerapan desain berkelanjutan, khususnya pada skala usaha kecil dan menengah. Banyak konsep 

dan alat keberlanjutan yang masih bersifat kompleks sehingga sulit diterapkan secara praktis. Oleh 

karena itu, dibutuhkan pendekatan desain berkelanjutan yang lebih sederhana dan mudah 

diaplikasikan agar dapat diadopsi secara luas. 

Secara keseluruhan, diskusi ini menegaskan bahwa desain berkelanjutan merupakan pendekatan 

yang relevan dan diperlukan dalam pengembangan produk modern, serta memerlukan integrasi 

antara aspek desain, material, dan rantai pasok untuk menghasilkan dampak yang optimal. 

 

KESIMPULAN 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewirausahaan sosial memiliki peran penting dalam 

menguatkan penerapan pengadaan berkelanjutan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. 

Berdasarkan hasil sintesis berbagai studi, terdapat tiga kontribusi utama yang konsisten muncul: 

penciptaan nilai sosial, penerapan praktik ramah lingkungan, dan peningkatan inklusi ekonomi dalam 

rantai pasok. Pelaku usaha sosial terbukti mampu memberikan dampak nyata melalui pemberdayaan 

komunitas, peningkatan kapasitas pemasok kecil, serta penyediaan produk dan layanan yang 

memenuhi standar keberlanjutan. 

Selain itu, wirausaha sosial berperan dalam memperluas akses pasar bagi kelompok rentan 

yang selama ini kurang terlibat dalam proses pengadaan formal. Keberadaan mereka membantu 

memperkecil kesenjangan akses antara pemasok kecil dengan mekanisme pengadaan yang biasanya 

didominasi oleh pelaku usaha besar. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi kewirausahaan sosial 

dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi keberlanjutan lingkungan, tetapi juga bagi penguatan 

keadilan sosial dan inklusivitas ekonomi. 

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa integrasi kewirausahaan sosial 

ke dalam sistem pengadaan berkelanjutan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan 

modal, kapasitas produksi yang belum stabil, dan tantangan dalam memenuhi standar formal 

pengadaan pemerintah. Sejumlah studi menegaskan bahwa dukungan kebijakan, pendampingan 

teknis, dan kemitraan lintas sektor sangat diperlukan untuk membantu usaha sosial meningkatkan 

kapasitasnya. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kewirausahaan sosial merupakan 

komponen penting dalam membangun sistem pengadaan yang lebih etis, inklusif, dan ramah 

lingkungan. Peran mereka tidak hanya mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 

(SDGs), tetapi juga memperkuat rantai pasok yang lebih tangguh dan berorientasi keberlanjutan. 

Temuan ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan, khususnya kajian empiris yang dapat 

mengeksplorasi lebih dalam praktik integrasi kewirausahaan sosial di berbagai sektor pengadaan di 

Indonesia. 

 

BATASAN  
Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini 

menggunakan metode studi literatur sistematis (Systematic Literature Review) dengan sumber data 

sekunder yang diperoleh dari jurnal dan publikasi ilmiah, sehingga tidak melibatkan pengumpulan 
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data primer melalui observasi atau eksperimen langsung. Kedua, fokus kajian penelitian ini dibatasi 

pada pembahasan desain berkelanjutan dalam konteks pengembangan produk, sehingga tidak 

membahas secara mendalam aspek keberlanjutan lain seperti kebijakan makro atau analisis dampak 

sosial secara terpisah. Ketiga, literatur yang dianalisis terbatas pada publikasi yang relevan dan 

tersedia secara daring dalam periode tertentu, sehingga kemungkinan terdapat penelitian lain yang 

belum tercakup. Keempat, hasil penelitian ini bersifat konseptual dan sintesis literatur, sehingga 

temuan yang dihasilkan belum dapat digeneralisasikan secara langsung pada seluruh jenis industri 

tanpa kajian empiris lanjutan. 
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